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ABSTRAK 
 

Pelatihan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja dan kualitas 

layanan perguruan tinggi. Pelaksanaan pelatihan tenaga kependidikan di Direktorat Sumber Daya 

Manusia Universitas Padjadjaran menghadapi dinamika pengelolaan pelatihan serta perubahan 

kebutuhan kompetensi seiring dengan restrukturisasi jabatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

strategi pelatihan tenaga kependidikan serta merumuskan roadmap pelatihan yang terarah dalam 

meningkatkan kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 

melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan tenaga kependidikan telah 

dilaksanakan dan memberikan manfaat operasional bagi organisasi. Pelaksanaan pelatihan masih 

bersifat programatik tahunan dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dengan 

kebutuhan jabatan, indikator kinerja, pengembangan kompetensi jangka menengah dan panjang. 

Analisis kesenjangan mengidentifikasi enam dimensi yang memerlukan penguatan, yaitu 

perencanaan pelatihan, kesesuaian pelatihan berdasarkan jenjang jabatan, keterkaitan pelatihan 

dengan kinerja, pengelolaan program pelatihan, adaptasi terhadap restrukturisasi jabatan, evaluasi 

pelatihan berbasis penerapan kompetensi. Penelitian ini merumuskan strategi pelatihan berbasis 

kompetensi jabatan dan kinerja melalui enam tahapan sistematis, meliputi analisis kebutuhan 

organisasi, pemetaan kompetensi jabatan, identifikasi kesenjangan kompetensi, penentuan prioritas 

pelatihan, perancangan program pelatihan, dan evaluasi berbasis kinerja. Roadmap pelatihan 

disusun dalam empat tahap pengembangan berkelanjutan, yaitu penguatan kompetensi dasar, 

pengembangan kompetensi teknis dan digital, penguatan kompetensi manajerial,pengembangan 

kepemimpinan dan inovasi layanan. Implikasi penelitian ini memberikan kerangka strategis bagi 

perguruan tinggi dalam merancang sistem pelatihan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan 

pengembangan karier dan kinerja organisasi. 

 

Kata kunci: strategi pelatihan; tenaga kependidikan; roadmap pelatihan.  

 

 ABSTRACT 

Administrative staff training plays a strategic role in improving performance and service quality in 

higher education institutions. The implementation of administrative staff training at the Directorate 

of Human Resources, Universitas Padjadjaran, faces dynamic challenges in training management 

and changes in competency needs in line with job restructuring. This study aims to analyze 

administrative staff training strategies and to formulate a well-structured training roadmap to 

enhance performance. The study adopts a qualitative approach using a descriptive method through 

in-depth interviews and document analysis. Data analysis is conducted using the interactive model 

of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The 

findings indicate that administrative staff training has been implemented and has provided 

operational benefits for the organization. However, the training implementation remains annual 

and programmatic in nature and has not been systematically integrated with job requirements, 

performance indicators, and medium- to long-term competency development. Gap analysis 

identifies six dimensions requiring strengthening, namely training planning, alignment of training 
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with job levels, linkage between training and performance, training program management, 

adaptation to job restructuring, and competency application–based training evaluation. This study 

formulates a competency- and performance-based training strategy through six systematic stages, 

including organizational needs analysis, job competency mapping, competency gap identification, 

training priority determination, training program design, and performance-based evaluation. 

Furthermore, the training roadmap is structured into four stages of sustainable development, 

namely strengthening basic competencies, developing technical and digital competencies, 

enhancing managerial competencies, and developing leadership and service innovation. The 

implications of this study provide a strategic framework for higher education institutions in 

designing administrative staff training systems that are integrated with career development and 

organizational performance. 

 

Keyword: training strategy; administrative staff; training roadmap. 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan tinggi memiliki peran strategis 

dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

yang unggul dan berdaya saing, khususnya dalam 

menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi 

digital. Perguruan tinggi dituntut tidak hanya 

menghasilkan lulusan yang kompeten secara 

akademik, tetapi juga adaptif, profesional, dan 

mampu merespons perubahan lingkungan global 

yang dinamis (Alhumami, 2025; Framesthi & 

Subrayanti, 2025). Perguruan tinggi juga berfungsi 

sebagai motor penggerak perubahan sosial, ekonomi, 

dan teknologi melalui penguatan kapasitas sumber 

daya manusianya (Sahabuddin, 2025). Keberhasilan 

perguruan tinggi dalam melaksanakan tridharma 

tidak hanya ditentukan oleh peran dosen sebagai 

pendidik dan peneliti, tetapi juga sangat dipengaruhi 

oleh kinerja tenaga kependidikan sebagai unsur 

pendukung utama tata kelola universitas. Secara 

normatif, tenaga kependidikan merupakan komponen 

yang bertugas menunjang penyelenggaraan 

pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam praktiknya, tenaga 

kependidikan berperan penting dalam menjamin 

kelancaran layanan akademik, administrasi, 

keuangan, serta pengelolaan SDM yang berdampak 

langsung pada mutu layanan dan citra perguruan 

tinggi (Framesthi & Subrayanti, 2025; Sanda et al., 

2022).  

Dalam perspektif manajemen sumber daya 

manusia modern, tenaga kependidikan dituntut 

memiliki kompetensi profesional yang terus 

dikembangkan secara berkelanjutan. Pengembangan 

tersebut idealnya dilakukan melalui program 

pelatihan yang terencana, sistematis, dan terintegrasi 

dengan sistem kinerja serta pengembangan karier 

pegawai (Prasasongko & Kuswinarno, 2024) . 

Pelatihan dipandang sebagai investasi strategis 

organisasi yang mampu meningkatkan kinerja 

individu dan efektivitas institusi apabila dirancang 

selaras dengan tujuan organisasi dan kebutuhan 

kompetensi jabatan (Afifah et al., 2025). Pendekatan 

Strategic Human Resource Development 

menegaskan bahwa pelatihan harus menjadi bagian 

dari strategi organisasi agar memberikan dampak 

jangka panjang terhadap kinerja dan daya saing 

perguruan tinggi (Astutiningsih et al., 2024; 

Yanuarty, 2025). 

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah 

mendorong transformasi tata kelola pendidikan tinggi 

melalui penguatan manajemen SDM berbasis 

kompetensi dan kinerja sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. Pengembangan 

kompetensi SDM di lingkungan perguruan tinggi 

dipandang sebagai strategi kunci dalam menjawab 

tantangan peningkatan mutu pendidikan dan tuntutan 

pasar kerja global (Reniati et al., 2023; Rohida & 

Sudiantini, 2025). Kebijakan ini dipertegas melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur 

uji kompetensi dan manajemen jabatan fungsional, 

termasuk bagi tenaga kependidikan. Dalam konteks 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), 

kebijakan tersebut memberikan ruang otonomi yang 

luas bagi perguruan tinggi untuk mengelola dan 

mengembangkan SDM secara lebih strategis. 

Implementasi pelatihan tenaga kependidikan 

di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai 

tantangan. Berdasarkan observasi kelembagaan 

kependidikan di Direktorat Sumber Daya Manusia 

Universitas Padjadjaran belum sepenuhnya dirancang 

secara strategis. Keterbatasan anggaran menjadi salah 

satu kendala yang menyebabkan pelatihan 

dilaksanakan dalam skala terbatas. Belum 

tersedianya roadmap pengembangan kompetensi 

yang sistematis dan terukur sehingga pelatihan 

cenderung bersifat insidental dan kurang 

berkelanjutan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara 

dengan Informan A1 yang menyatakan bahwa hingga 

akhir tahun 2024, pelatihan masih dijalankan 

berdasarkan kebutuhan prioritas yang muncul di 

lapangan, seperti sertifikasi elektrikal, pelatihan 

sekretaris, frontliner, driver pimpinan, dan pengelola 

sound system, tanpa didukung oleh roadmap 

kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan. 

Roadmap pengembangan kompetensi baru mulai 
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dirancang dan diintegrasikan ke dalam sistem SIAT 

HCM Oracle pada akhir 2025 untuk dijalankan 

secara penuh pada tahun 2026. Roadmap kompetensi 

berfungsi sebagai acuan strategis dalam 

mengarahkan pengembangan SDM sesuai dengan 

kebutuhan organisasi dan jenjang karier pegawai. 

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh 

proses restrukturisasi jabatan fungsional tenaga 

kependidikan yang hingga saat ini masih 

berlangsung. Perubahan struktur jabatan, 

penyesuaian tugas, dan tuntutan kompetensi baru 

menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan 

pelatihan jangka panjang yang selaras dengan 

kebutuhan organisasi. Terjadi kesenjangan antara 

kondisi ideal pengelolaan pelatihan yang berbasis 

kompetensi, terintegrasi dengan sistem kinerja dan 

pengembangan karier, dengan kondisi faktual 

pelaksanaan pelatihan yang masih bersifat parsial dan 

belum optimal. Kesenjangan ini berpotensi 

menciptakan hambatan terhadap peningkatan kinerja 

tenaga kependidikan serta efektivitas tata kelola 

perguruan tinggi secara keseluruhan (Sanda et al., 

2022). 

Urgensi kajian mengenai strategi dan 

roadmap pelatihan tenaga kependidikan semakin 

menguat seiring dengan tuntutan transformasi 

manajemen SDM di lingkungan perguruan tinggi 

yang menekankan pergeseran dari fungsi 

administratif menuju fungsi strategis yang selaras 

dengan tujuan institusi (Yahyaei, 2025). Meskipun 

regulasi telah memberikan landasan hukum yang 

kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan 

dalam perumusan strategi pelatihan yang 

kontekstual, realistis, dan adaptif terhadap 

keterbatasan sumber daya (Rofik et al., 2025). Kajian 

empiris yang mengintegrasikan aspek keterbatasan 

anggaran, penyusunan roadmap kompetensi, dan 

restrukturisasi jabatan fungsional tenaga 

kependidikan secara simultan masih relatif terbatas. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan 

kontribusi konseptual dan praktis dalam 

pengembangan strategi pelatihan tenaga 

kependidikan yang efektif dan berkelanjutan di 

lingkungan perguruan tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain studi kasus, karena bertujuan 

untuk memahami secara mendalam strategi dan 

roadmap pelatihan tenaga kependidikan dalam 

konteks kelembagaan tertentu. Pendekatan kualitatif 

memungkinkan peneliti menggali proses, dinamika 

kebijakan, serta tantangan faktual dalam pengelolaan 

sumber daya manusia yang tidak dapat dijelaskan 

secara kuantitatif (Creswell, 2017; Moleong, 2019) 

Penelitian dilaksanakan di Direktorat Sumber 

Daya Manusia Universitas Padjadjaran. Pemilihan 

lokasi didasarkan pada peran strategis Direktorat 

SDM dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pelatihan tenaga kependidikan, khususnya dalam 

mendukung peningkatan kinerja dan restrukturisasi 

jabatan fungsional. Informan penelitian ditentukan 

secara purposive, meliputi pimpinan dan tenaga 

kependidikan yang terlibat langsung dalam 

pengelolaan pelatihan dan pengembangan SDM. 

Teknik ini dipilih untuk memperoleh informasi yang 

relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian 

(Sugiono, 2021). 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan studi 

dokumentasi. Wawancara digunakan untuk 

memperoleh informasi terkait strategi pelatihan, 

kendala pelaksanaan, serta kebijakan pengembangan 

kompetensi tenaga kependidikan. Observasi 

dilakukan untuk memahami secara langsung praktik 

pengelolaan pelatihan dan aktivitas kerja di 

lingkungan Direktorat SDM. Studi dokumentasi 

meliputi analisis dokumen kebijakan, laporan 

pelatihan, peraturan terkait jabatan fungsional, serta 

dokumen pendukung lainnya. Penggunaan berbagai 

teknik pengumpulan data bertujuan untuk 

memperoleh gambaran yang komprehensif dan 

memperkuat validitas temuan penelitian (Creswell, 

2017).  

Analisis data dilakukan secara interaktif 

dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, 

yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et 

al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan 

menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan 

data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks untuk 

memudahkan pemahaman hubungan antar data. 

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara 

bertahap dengan memverifikasi pola dan temuan 

yang muncul selama proses analisis. 

Alur analisis data penelitian yang meliputi 

proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis 

berlangsung secara interaktif dan berulang hingga 

diperoleh kesimpulan yang valid dan kredibel, 

berikut Gambar 1 Alur analisis. 

 

Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles 

dan Huberman  
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Sumber: Miles, Huberman, & Saldaña (2014). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kondisi Pelatihan Tenaga Kependidikan di 

Direktorat SDM Universitas Padjadjaran 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam 

dengan tiga informan kunci, yaitu Kepala Direktorat 

SDM, Kepala Pusat Pengembangan Karier dan 

Kompetensi, serta Staf Bidang Pelatihan dan 

Pengembangan SDM, diperoleh gambaran 

komprehensif mengenai pelaksanaan pelatihan 

tenaga kependidikan. Hasil reduksi data 

menunjukkan bahwa pelatihan telah dilaksanakan 

secara relatif sistematis melalui penyusunan program 

tahunan yang mencakup berbagai jenis pelatihan 

kompetensi teknis, pengembangan soft skills, serta 

dukungan terhadap kebutuhan operasional unit kerja. 

Secara konkret, berdasarkan hasil wawancara dengan 

Informan A1, pelatihan kompetensi teknis yang 

dilaksanakan meliputi: pelatihan pengelolaan big 

data dan analisis data, pelatihan kelistrikan dan 

sertifikasi kompetensi tenaga teknis ESDM, serta 

pelatihan pengelolaan audio system. Adapun 

pelatihan pengembangan soft skills mencakup 

pelatihan hospitality dan manner untuk driver 

pimpinan, pelatihan frontliner, dan pelatihan 

sekretaris. Sementara pelatihan yang bersifat 

normatif dan mendukung operasional unit kerja 

mencakup pelatihan Pekerti dan Applied Approach 

(AA) untuk dosen, serta pelatihan berbasis platform 

daring/asinkron menggunakan skema in-house 

training. 

Temuan empiris mengungkapkan bahwa 

strategi pelatihan pada periode sebelumnya masih 

cenderung bersifat reaktif, dilaksanakan untuk 

menjawab kebutuhan mendesak dan kelancaran tugas 

operasional. Informan A1 (Kepala Direktorat SDM) 

menegaskan bahwa “pelatihan tenaga kependidikan 

sebelumnya bersifat reaktif dan menyesuaikan 

kebutuhan mendesak, namun saat ini mulai diarahkan 

agar lebih strategis dan selaras dengan 

pengembangan SDM.” Informan B2 (Kepala Pusat 

Pengembangan Karier dan Kompetensi) menjelaskan 

bahwa “perencanaan pelatihan dilakukan 

berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil 

pemetaan kompetensi tenaga kependidikan,” 

meskipun implementasinya masih bertahap. Adapun 

informan C3 mengungkapkan bahwa “pelatihan 

dilaksanakan melalui tahapan analisis kebutuhan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut,” namun 

dihadapkan pada berbagai kendala operasional. 

Analisis lintas informan menunjukkan pola yang 

konsisten: pelatihan telah berjalan dan memberikan 

manfaat praktis, namun belum sepenuhnya 

terintegrasi dalam kerangka strategis jangka 

menengah dan panjang. 

 

 

Hasil studi dokumentasi terhadap Program 

Kerja Direktorat SDM Tahun 2026 memperkuat 

temuan wawancara tersebut. Dokumen menunjukkan 

bahwa organisasi merencanakan pelatihan teknologi 

informasi, layanan akademik, dan administrasi untuk 

mendukung kelancaran tugas operasional. Namun, 

telah merancang program pelatihan tahunan yang 

mencakup tiga fokus utama: (1) penguatan 

kompetensi teknis jabatan, meliputi pelatihan 

pengelolaan data, kelistrikan, dan audio system; (2) 

peningkatan kualitas layanan, mencakup pelatihan 

hospitality, frontliner, dan sekretaris; serta (3) 

adaptasi sistem kerja digital, termasuk pelatihan 

penggunaan platform daring dan asinkron. Program 

ini disusun berdasarkan mekanisme TNA (Training 

Needs Analysis) melalui tahapan identifikasi 

kebutuhan, penyusunan RAB, koordinasi dengan 

bagian perencanaan, dan pelaksanaan dengan 

checklist hingga 60-70 poin kendali mutu 

sebagaimana dijelaskan Informan B2. Akan tetapi, 

dokumen tersebut belum memperlihatkan keterkaitan 

eksplisit antara program tahunan dengan tahapan 

pengembangan kompetensi berjenjang, roadmap 

pelatihan berkelanjutan, maupun arah pengembangan 

karier tenaga kependidikan. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa pelatihan masih berorientasi 

pada siklus tahunan dan belum ditempatkan dalam 

kerangka pengembangan kompetensi jangka 

menengah serta panjang. 

Keterbatasan anggaran menjadi 

pertimbangan utama dalam pengelolaan pelatihan, 

sehingga pelaksanaannya lebih banyak menggunakan 

skema in-house training serta pemanfaatan metode 

daring atau asinkron. Meskipun demikian, pelatihan 

dinilai memberikan dampak positif terhadap perilaku 

kerja dan kualitas layanan pendukung. Evaluasi 

pelatihan telah dilakukan secara rutin, tetapi belum 

sepenuhnya terintegrasi dengan sistem asesmen 

kompetensi dan pengukuran kinerja unit kerja, 

sehingga dampak pelatihan terhadap indikator kinerja 

utama belum terukur secara langsung dan sistematis. 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

diperguruan tinggi, perubahan struktur organisasi 

menuntut adanya penyesuaian kebijakan 

pengembangan kompetensi yang selaras dengan arah 

strategis institusi. Dinamika restrukturisasi jabatan 

fungsional turut memengaruhi perencanaan 

pelatihan, karena perubahan struktur jabatan 

menuntut penyesuaian kompetensi yang berbeda 

pada setiap jenjang. Kondisi ini menyebabkan 

perlunya adaptasi materi dan sasaran pelatihan, 

namun belum terdapat pelatihan transisi yang 

terstruktur untuk mengantisipasi kebutuhan 

kompetensi baru akibat restrukturisasi tersebut. 
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Tabel 1. Ringkasan Kondisi Pelaksanaan 

Pelatihan Tenaga Kependidikan 

Aspek Kondisi 

Aktual 

Catatan  

Pola 

Perencanaan 

Reaktif, 

responsif 

terhadap 

kebutuhan 

mendesak 

Mulai 

diarahkan 

lebih 

strategis 

Kesuaian 

dengan 

Jabatan 

Cukup relevan 

dengan 

kebutuhan kerja 

Belum 

disesuaikan 

dengan 

jenjang 

jabatan 

Anggaran  Keterbatasan  Dominasi in-

house dan 

metode 

daring 

Dampak 

terhadap kerja  

Positif pada 

perilaku dan 

layanan 

Belum 

terukur pada 

indikator 

kinerja 

utama 

Evaluasi  Telah 

dilakukan 

secara rutin 

Belum 

terintegrasi 

dengan 

sistem 

asesmen 

Restrukturisasi Menimbulkan 

kebutuhan 

kompetensi 

baru 

Belum ada 

pelatihan 

transisi 

terstruktur 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian, 2026 

 

2. Analisis Kesenjangan Pelatihan Tenaga 

Kependidikan 

Analisis kesenjangan (gap analysis) 

dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual 

pelaksanaan pelatihan dengan kondisi ideal 

berdasarkan teori Strategic Human Resource 

Development (SHRD) dan kebijakan pengembangan 

aparatur sipil negara. Pendekatan SHRD 

menekankan bahwa pelatihan harus diintegrasikan 

dengan perencanaan SDM, sistem kinerja, dan 

pengembangan karier untuk membangun kapabilitas 

strategis organisasi (Garavan & Carbery, 2012). 

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Manajemen PNS dan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 

mengamanatkan bahwa pengembangan kompetensi 

harus disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan 

dan kebutuhan kinerja organisasi. 

 

a. Kesenjangan Perencanaan Pelatihan 

Kesenjangan pertama teridentifikasi pada 

aspek perencanaan pelatihan. Kondisi aktual 

menunjukkan bahwa pelatihan masih bersifat reaktif 

dan merespons kebutuhan operasional jangka 

pendek. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 

Informan A1, pelatihan yang dilaksanakan secara 

reaktif antara lain: (a) pelatihan sertifikasi kelistrikan 

yang muncul karena adanya tuntutan regulasi dari 

Kementerian ESDM; (b) pelatihan hospitality untuk 

driver pimpinan yang diselenggarakan karena 

kebutuhan mendampingi pimpinan ke instansi lain; 

(c) pelatihan frontliner dan sekretaris yang 

dilaksanakan untuk menjawab keluhan layanan yang 

muncul di lapangan; serta (d) pelatihan pengelolaan 

sound system karena sebagian besar tenaga teknis 

memiliki kompetensi otodidak tanpa sertifikasi. 

Kondisi ideal menghendaki bahwa setiap program 

pelatihan direncanakan secara sistematis berdasarkan 

analisis kebutuhan jabatan, peta kompetensi individu, 

dan arah pengembangan karier jangka menengah-

panjang, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 

17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, sedangkan 

kondisi ideal menuntut pelatihan yang terencana, 

sistematis, dan berorientasi jangka menengah-

panjang dengan roadmap yang jelas. Secara normatif, 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Manajemen PNS menetapkan bahwa setiap pegawai 

berhak mendapat pengembangan kompetensi 

minimal 20 jam pelajaran per tahun, dan 

pelaksanaannya harus selaras dengan kebutuhan 

jabatan serta rencana pengembangan karier. Namun, 

studi dokumentasi Program Kerja Direktorat SDM 

Universitas Padjadjaran Tahun 2026 menunjukkan 

bahwa program pelatihan yang tersusun masih 

berorientasi pada siklus tahunan dan belum disertai 

peta jalan (roadmap) kompetensi jangka menengah 

maupun jangka panjang. Pelatihan dirancang untuk 

menjawab kebutuhan operasional yang mendesak 

tanpa keterkaitan eksplisit dengan tahapan 

pengembangan kompetensi yang berjenjang. Kondisi 

ini mencerminkan kesenjangan antara amanat 

regulasi yang menghendaki pengembangan 

kompetensi terencana dan berbasis kebutuhan 

jabatan, dengan praktik aktual yang masih bersifat 

insidental dan reaktif. Penelitian menunjukkan bahwa 

pelatihan yang dipahami sebagai kegiatan 

administratif rutin, bukan instrumen strategis, 

cenderung menghasilkan dampak yang terbatas 

terhadap pengembangan kompetensi berkelanjutan 

(Jannah et al., 2024; Solehan, 2024). 

 

b. Kesenjangan Kompetensi Jabatan 

Kesenjangan kedua berkaitan dengan 

kesesuaian pelatihan terhadap kompetensi jabatan. 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 

menetapkan bahwa setiap jabatan ASN harus 

memiliki standar kompetensi jabatan yang mencakup 

kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosial kultural, dan program pelatihan 

harus dirancang untuk memenuhi standar tersebut 

secara spesifik per jenjang. Di tingkat Universitas 
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Padjadjaran, standar kompetensi jabatan fungsional 

tenaga kependidikan telah ditetapkan melalui 

Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2023 yang 

mengatur uji kompetensi jabatan fungsional 

termasuk persyaratan kompetensi teknis per jenjang. 

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi 

aktualnya berbeda: pelatihan yang dilaksanakan 

masih bersifat umum per kelompok jabatan dan 

belum didesain berdasarkan perbedaan standar 

kompetensi tiap jenjang tersebut. Informan B2 

menegaskan bahwa “pelatihan mulai disusun 

berdasarkan kompetensi jabatan, meskipun 

implementasinya masih bertahap” — 

mengindikasikan bahwa penyesuaian dengan standar 

kompetensi jabatan per jenjang baru pada tahap awal 

dan belum mencakup seluruh jenjang secara 

komprehensif. Sebagai langkah awal, beberapa 

pelatihan telah mulai diarahkan berbasis kompetensi 

jabatan, antara lain: pelatihan pengelolaan big data 

untuk jabatan yang membutuhkan kompetensi 

analisis data, pelatihan kepemimpinan untuk jabatan 

manajer dan pimpinan unit, serta kurikulum pelatihan 

yang sedang disusun per jenjang jabatan fungsional 

umum (grade 6 hingga grade 11) dalam sistem SIAT 

HCM Oracle. Informan A1 menegaskan bahwa 

rancangan integrasi antara career path, kompetensi, 

dan assessment telah dituntaskan pada akhir 2025 

dan akan dijalankan mulai 2026. Namun kondisi 

nyata saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

pelatihan yang terlaksana masih bersifat umum per 

kelompok jabatan, misalnya pelatihan sound system 

yang diikuti seluruh pengelola audio dari berbagai 

unit kerja tanpa mempertimbangkan perbedaan 

jenjang jabatan atau tingkat kompetensi awal. 

Informan B2 mengonfirmasi bahwa organisasi masih 

bergerak pada tingkat perbidang jabatan, bukan per 

individu, karena keterbatasan anggaran dan 

kapasitas, dari total sekitar 1.800 tenaga 

kependidikan, hanya sekitar 600 orang (33%) yang 

tersentuh pelatihan pada tahun sebelumnya. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis 

kompetensi jabatan terbukti lebih efektif dalam 

meningkatkan profesionalisme dan kinerja 

dibandingkan pelatihan yang bersifat umum. 

Kesenjangan ini menegaskan pentingnya pemetaan 

kompetensi jabatan yang lebih rinci sebagai fondasi 

utama perencanaan pelatihan.(Maleha et al., 2025)  

 

c. Kesenjangan Keterkaitan dengan Kinerja 

Kesenjangan ketiga menyangkut keterkaitan 

pelatihan dengan indikator kinerja. Secara normatif, 

standar kinerja tenaga kependidikan di lingkungan 

PTNBH mengacu pada Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP) yang harus disusun setiap tahun dan mencakup 

indikator terukur seperti kualitas layanan, ketepatan 

waktu penyelesaian tugas, efisiensi proses kerja, dan 

akurasi administrasi. Dalam kondisi ideal, program 

pelatihan seharusnya dirancang secara eksplisit untuk 

menutup kesenjangan antara capaian SKP aktual 

pegawai dengan target kinerja yang ditetapkan unit 

kerja. Namun hasil penelitian menunjukkan kondisi 

yang berbeda: pelatihan yang telah dilaksanakan 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

pengetahuan dan sikap kerja, namun belum dikaitkan 

secara sistematis dengan indikator SKP individu 

maupun indikator kinerja utama (IKU/IKK) unit 

kerja. Informan A1 menyatakan bahwa “dampak 

pelatihan terhadap indikator kinerja utama belum 

terukur secara langsung”, dan hasil studi dokumentasi 

Program Kerja Tahun 2026 menunjukkan bahwa 

program pelatihan yang tercantum tidak dilengkapi 

dengan target perubahan kinerja yang spesifik dan 

terukur. Kondisi ideal menuntut pelatihan dirancang 

berbasis kinerja, di mana tujuan, materi, dan evaluasi 

pelatihan dikaitkan dengan target kinerja terukur. 

Tanpa keterkaitan ini, kontribusi pelatihan terhadap 

pencapaian kinerja organisasi sulit diukur secara 

objektif (Arafah & Gunawan, 2019). Integrasi 

pelatihan dengan indikator kinerja menjadi prasyarat 

penting agar pelatihan dapat diposisikan sebagai 

instrumen strategis yang berkontribusi langsung 

terhadap peningkatan kinerja tenaga kependidikan 

dan pencapaian tujuan organisasi. 

 

Tabel 2. Matriks Analisis Kesenjangan Pelatihan 

Tenaga Kependidikan 

Dimensi 
Kondisi 

Aktual 

Kondisi 

Ideal 

Kesenjan

gan 

Perencanaa

n  

Reaktif, 

responsif 

jangka 

pendek 

Terencan

a, 

sistematis

, 

berorient

asi 

jangka 

menenga

h-panjang 

Belum ada 

roadmap 

terstruktur 

Kompetensi 

Jabatan 

Bersifat 

umum per 

kelompok 

Berbasis 

standar 

kompeten

si spesifik 

per 

jenjang 

Belum 

menyasar 

kebutuhan 

tiap 

jenjang 

Kinerja Berdampak 

pada sikap 

kerja 

Terintegra

si dengan 

KPI 

terukur 

Evaluasi 

belum 

mengukur 

dampak 

kinerja 

Anggaran Keterbatasa

n signifikan 

Efektif 

melalui 

prioritisas

i strategis 

Prioritas 

belum 

jelas dan 

terukur 
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Restrukturis

asi 

Kebutuhan 

baru belum 

terakomoda

si 

Pelatihan 

transisi 

terstruktur 

Belum ada 

program 

adaptasi 

Evaluasi Berbasis 

kepuasan 

peserta 

Evaluasi 

berlapis 

berbasis 

dampak 

Belum 

mengukur 

penerapan 

kompeten

si 

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian, 2026 

 

d. Kesenjangan Pengelolaan Anggaran 

Kesenjangan keempat terkait pengelolaan 

anggaran pelatihan. Secara normatif, Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengamanatkan 

bahwa pengembangan kompetensi ASN 

dilaksanakan berdasarkan rencana pengembangan 

kompetensi yang disusun secara sistematis, termasuk 

alokasi anggaran yang proporsional sesuai prioritas 

organisasi. Kondisi aktual yang ditemukan 

menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran 

mendorong Direktorat SDM Universitas Padjadjaran 

memprioritaskan pelatihan yang bersifat mendesak 

dan operasional, sehingga pelatihan jangka panjang 

berbasis kompetensi jabatan lebih sering tertunda 

atau tidak terlaksana. Informan C3 mengungkapkan 

bahwa “kendala utama meliputi keterbatasan 

anggaran” yang menyebabkan organisasi bertumpu 

pada skema in-house training dan metode 

daring/asinkron sebagai alternatif efisiensi biaya. 

Penelitian menunjukkan bahwa organisasi sektor 

publik sering menghadapi keterbatasan ini (OECD, 

2016; Poljašević et al., 2025). Dalam kondisi ideal, 

pengelolaan anggaran perlu didasarkan pada prioritas 

strategis dan analisis dampak pelatihan terhadap 

kinerja, sehingga keterbatasan dapat dikelola lebih 

efektif untuk menghasilkan manfaat jangka panjang. 

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih strategis, 

pelatihan dapat diarahkan pada program-program 

yang memiliki kontribusi terbesar terhadap 

peningkatan kinerja dan keberlanjutan 

pengembangan kompetensi tenaga kependidikan. 

 

e. Kesenjangan Adaptasi Restrukturisasi 

Kesenjangan kelima berkaitan dengan 

adaptasi terhadap restrukturisasi jabatan. 

Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2023 

mengatur perubahan jabatan fungsional tenaga 

kependidikan yang memerlukan penyesuaian 

kompetensi pada setiap jenjang jabatan baru. Standar 

idealnya, setiap perubahan jabatan harus diikuti 

dengan pelatihan transisi yang terstruktur mencakup 

pembaruan uraian tugas, remapping kompetensi, dan 

pelatihan khusus agar pegawai mampu menjalankan 

peran barunya secara efektif. Namun kondisi aktual 

menunjukkan bahwa meskipun proses restrukturisasi 

jabatan fungsional sedang berlangsung di Universitas 

Padjadjaran, belum tersedia program pelatihan 

transisi yang terencana untuk mengawal perubahan 

tersebut. Informan B2 menegaskan bahwa 

“restrukturisasi jabatan berpengaruh terhadap 

penyusunan pelatihan karena setiap jenjang jabatan 

menuntut kompetensi yang berbeda”, namun 

program pelatihan transisi yang terstruktur belum 

tersedia untuk menjawab kebutuhan tersebut. Studi 

menegaskan bahwa restrukturisasi tanpa dukungan 

program reskilling dan upskilling berisiko 

menurunkan efektivitas kerja (Forum, 2023; OECD, 

2021) . Kondisi ideal menuntut pelatihan diposisikan 

sebagai instrumen manajemen perubahan yang 

membantu pegawai beradaptasi dengan peran baru. 

Pelatihan transisi ini menjadi bagian yang penting 

untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi 

jabatan tidak menimbulkan penurunan kinerja, 

melainkan mampu mendorong peningkatan kapasitas 

dan kesiapan tenaga kependidikan secara 

berkelanjutan. 

 

f. Kesenjangan Sistem Evaluasi 

Kesenjangan terakhir menyangkut sistem 

evaluasi pelatihan. Standar ideal evaluasi pelatihan 

mengacu pada model Kirkpatrick yang mencakup 

empat tingkatan: reaksi peserta, pembelajaran, 

perubahan perilaku kerja (transfer of learning), dan 

dampak terhadap hasil organisasi. Dalam konteks 

ASN, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Pengembangan Kompetensi juga mengamanatkan 

evaluasi pasca pelatihan untuk mengukur penerapan 

kompetensi dalam pekerjaan. Namun kondisi aktual 

menunjukkan bahwa evaluasi pelatihan di Direktorat 

SDM Universitas Padjadjaran masih terbatas pada 

level pertama yakni kepuasan dan pemahaman 

peserta (reaksi), sebagaimana dikonfirmasi oleh 

informan B2 bahwa “evaluasi pelatihan telah 

dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi 

dengan sistem asesmen kompetensi dan kinerja.” 

Dengan kata lain, evaluasi belum mencakup 

tingkatan perilaku dan dampak kinerja nyata yang 

merupakan inti dari efektivitas pelatihan strategis. 

Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi berbasis 

persepsi berisiko tidak mencerminkan efektivitas 

pelatihan secara menyeluruh (Hassan et al., 2025; 

Nemec, 2018). Kondisi ideal menuntut evaluasi 

berlapis untuk menilai transfer pembelajaran, 

perubahan perilaku kerja, dan dampak terhadap 

kinerja organisasi. Penguatan sistem evaluasi 

menjadi prasyarat penting agar pelatihan tidak hanya 

dinilai sebagai kegiatan pembelajaran, tetapi juga 

sebagai investasi strategis yang memberikan 

kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan 

kualitas tata kelola organisasi. 

 

3. Perumusan Strategi Pelatihan Tenaga 

Kependidikan  

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, 

penelitian ini merumuskan strategi pelatihan yang 
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mengintegrasikan pendekatan berbasis kompetensi 

jabatan dan berbasis kinerja. Strategi ini dirancang 

melalui beberapa tahapan sistematis yang saling 

terkait untuk memastikan pelatihan memberikan 

dampak nyata terhadap peningkatan kinerja tenaga 

kependidikan. 

Tahap pertama adalah pelaksanaan Training 

Needs Analysis (TNA) secara bertahap, dimulai dari 

level organisasi, dilanjutkan ke level jabatan atau unit 

kerja, kelompok jabatan, dan secara bertahap 

diarahkan ke level individu sesuai kesiapan sistem 

dan sumber daya. TNA berfungsi mengidentifikasi 

kesenjangan antara kompetensi aktual dengan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi (Hartono et al., 2025; Rahmana & Suyono, 

2024). Pendekatan bertahap ini memungkinkan 

organisasi menetapkan prioritas pengembangan 

kompetensi secara lebih akurat dan efisien dalam 

kondisi keterbatasan anggaran. 

Tahap kedua adalah perumusan pelatihan 

berbasis kompetensi jabatan, di mana setiap program 

pelatihan dirancang sesuai dengan tuntutan spesifik 

jabatan dan dikaitkan dengan indikator kinerja seperti 

kualitas layanan, ketepatan pelaksanaan tugas, 

kecepatan proses kerja, serta penurunan tingkat 

kesalahan. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan 

berbasis kompetensi jabatan memberikan pengaruh 

positif terhadap peningkatan kinerja dan mutu 

perguruan tinggi (Alainati, 2021; Izzah & Firdaus, 

2022).Pendekatan ini memastikan bahwa pelatihan 

tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga 

menghasilkan perubahan perilaku kerja yang terukur. 

Tahap ketiga adalah penetapan skema 

prioritas pelatihan berdasarkan kontribusi terhadap 

pencapaian kinerja organisasi, tuntutan regulasi, 

dampak pelatihan terhadap kinerja, serta efisiensi 

anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa prioritisasi 

berbasis kebutuhan strategis lebih efektif 

meningkatkan kinerja unit kerja dibandingkan 

pelatihan rutin (Henry Wasosa, 2025). Dengan skema 

prioritas ini, pelatihan diposisikan sebagai investasi 

strategis, bukan sekadar kegiatan administratif 

tahunan. 

Tahap keempat adalah pemilihan metode 

pelatihan yang sesuai dengan kondisi organisasi, 

yaitu kombinasi in-house training, hybrid training, 

dan on-the-job training. In-house training 

memanfaatkan narasumber internal untuk efisiensi 

biaya (Suhartini, 2021). Hybrid training 

mengombinasikan pembelajaran tatap muka dan 

daring untuk fleksibilitas tanpa mengganggu 

operasional. On-the-job training dilaksanakan 

langsung di tempat kerja melalui pendampingan dan 

praktik nyata sehingga peserta dapat segera 

menerapkan keterampilan yang diperoleh (Avivah & 

Rindaningsih, 2024; Elshifa et al., 2024). Kombinasi 

metode ini memungkinkan organisasi tetap 

menyelenggarakan pelatihan efektif meskipun 

menghadapi keterbatasan anggaran. 

Tahap kelima adalah perumusan roadmap 

pelatihan jangka menengah dan panjang yang terdiri 

dari empat fase: (1) penguatan fondasi kompetensi, 

(2) penguatan kompetensi teknis jabatan, (3) adaptasi 

terhadap restrukturisasi jabatan, serta (4) integrasi 

pelatihan dengan pengembangan karier dan uji 

kompetensi. Roadmap ini memastikan 

pengembangan kompetensi berjalan konsisten dan 

selaras dengan dinamika organisasi (Bahri & Salsiati, 

2025).  

Tahap terakhir adalah penguatan sistem 

evaluasi pelatihan secara berlapis pada tiga tingkatan: 

output (hasil langsung pelatihan berupa peningkatan 

pemahaman peserta), outcome (penerapan 

kompetensi dalam pelaksanaan tugas), dan impact 

(perubahan hasil kerja unit). Pendekatan evaluasi 

bertahap ini sejalan dengan model Kirkpatrick yang 

menilai pembelajaran, perubahan perilaku kerja, dan 

hasil organisasi, sehingga dapat dibuktikan kontribusi 

pelatihan terhadap kinerja unit kerja (Engriyani & 

Rugaiyah, 2022; Nguyen et al., 2024). 

 

Gambar 1. Kerangka Perumusan Strategi 

Pelatihan Tenaga Kependidikan 

 

Strategi pelatihan yang dirumuskan dalam 

penelitian ini memiliki landasan kebijakan yang kuat. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
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Aparatur Sipil Negara mengamanatkan hak dan 

kewajiban pengembangan kompetensi berkelanjutan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Manajemen PNS mengatur bahwa pengembangan 

kompetensi dilaksanakan melalui pendidikan dan 

pelatihan sesuai kebutuhan jabatan dan 

pengembangan karier. Peraturan Menteri PANRB 

Nomor 38 Tahun 2017 menetapkan standar 

kompetensi jabatan yang harus dipenuhi setiap 

pemangku jabatan. Status Universitas Padjadjaran 

sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 

memberikan otonomi untuk merancang sistem 

pelatihan yang adaptif terhadap dinamika organisasi. 

 

4. Roadmap Pelatihan Tenaga Kependidikan 

Implementasi strategi pelatihan dituangkan 

dalam roadmap yang terdiri dari empat tahap 

pengembangan kompetensi secara bertahap dan 

berkelanjutan. Roadmap ini berfungsi sebagai 

panduan strategis yang menghubungkan kondisi 

kompetensi saat ini dengan target masa depan, 

sehingga organisasi dapat menetapkan prioritas 

dengan tepat dan efisien (Damayanti et al., 2024).  

 

Tahap I: Penguatan Fondasi Kompetensi 

Tahap awal dalam perumusan roadmap 

pengembangan kompetensi, organisasi perlu 

memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi 

awal sumber daya manusia yang dimiliki. Tahap 

pertama berfokus pada pemetaan kondisi awal 

melalui TNA, pelatihan dasar, dan in-house training 

untuk tenaga kependidikan berdasarkan kelompok 

jabatan. Tujuan utama adalah membentuk peta 

kebutuhan kompetensi serta baseline kemampuan 

yang akurat sebagai dasar perencanaan selanjutnya. 

Penelitian menegaskan bahwa TNA sangat penting 

untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi 

secara presisi (Rahmana & Suyono, 2024). Output 

tahap ini berupa peta kebutuhan kompetensi dan 

baseline kemampuan tenaga kependidikan yang 

menjadi fondasi pengembangan kompetensi tahap 

berikutnya. Dengan tersusunnya peta kompetensi dan 

baseline yang komprehensif, organisasi memiliki 

dasar yang kuat untuk merancang program pelatihan 

yang lebih terarah, relevan, dan berkelanjutan pada 

tahap-tahap pengembangan berikutnya. 

 

Tahap II: Penguatan Kompetensi Teknis Jabatan 

Kelanjutan dari tahap pemetaan dan 

penetapan baseline kompetensi, organisasi mulai 

mengarahkan pengembangan kompetensi pada aspek 

yang paling dekat dengan pelaksanaan tugas sehari-

hari.Tahap kedua menargetkan peningkatan 

kemampuan teknis dan fungsional yang relevan 

dengan tugas harian seperti kualitas layanan, 

administrasi tepat waktu, efisiensi proses, dan 

penggunaan sistem pendukung. Pelatihan dilakukan 

melalui metode pelatihan teknis, berbasis praktik, 

serta on-the-job training untuk setiap jenjang jabatan. 

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan teknis 

jabatan memberikan dampak signifikan terhadap 

peningkatan kinerja organisasi (Mukhlisin et al., 

2024). Output tahap ini adalah peningkatan kualitas 

kerja, ketepatan administrasi, dan efisiensi proses 

yang dapat diukur secara nyata. Dengan capaian 

tersebut, tahap ini berperan penting dalam 

memastikan bahwa peningkatan kompetensi benar-

benar tercermin dalam kinerja operasional tenaga 

kependidikan dan kontribusinya terhadap efektivitas 

tata kelola organisasi. 

 

Tahap III: Adaptasi terhadap Restrukturisasi 

Jabatan 

Sebagai respons terhadap dinamika perubahan 

struktur organisasi, pengembangan kompetensi pada 

tahap ini difokuskan pada upaya menjaga 

kesinambungan kinerja dan kesiapan pegawai. Tahap 

ketiga menangani penyesuaian kompetensi akibat 

perubahan struktur organisasi melalui pelatihan 

transisi, pemetaan ulang kompetensi (remapping), 

dan coaching untuk tenaga kependidikan yang 

terdampak restrukturisasi. Proses ini mencakup 

pembaruan uraian tugas, identifikasi kesenjangan, 

dan pelatihan khusus agar kompetensi sesuai tuntutan 

jabatan baru. Penelitian menjelaskan bahwa pelatihan 

transisi efektif mencegah penurunan kinerja akibat 

perubahan struktur (Hayashi, 2025). Output tahap ini 

adalah kesesuaian kompetensi dengan tuntutan 

jabatan baru dan kesiapan pegawai menjalankan 

peran yang berbeda. tahap ini berperan strategis 

dalam memastikan bahwa restrukturisasi jabatan 

tidak menimbulkan disrupsi kinerja, melainkan dapat 

menjadi momentum peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia secara adaptif dan berkelanjutan. 

 

Tahap IV: Integrasi dengan Pengembangan 

Karier 

Tahap terakhir mengintegrasikan pelatihan 

lanjutan, uji kompetensi, dan evaluasi bertingkat 

dengan pengembangan karier untuk pegawai 

berpotensi promosi. Integrasi ini memastikan hasil 

pelatihan diakui secara formal dalam sistem karier 

organisasi. Penelitian menyatakan bahwa pengakuan 

formal meningkatkan motivasi dan komitmen 

pegawai (Ibrizah et al., 2023; Zahroh et al., 2025). 

Output tahap ini adalah peningkatan kinerja 

berkelanjutan dan kesiapan pegawai untuk 

pengembangan jenjang jabatan yang lebih tinggi. 

Dengan adanya integrasi tersebut, pelatihan tidak lagi 

diposisikan sebagai kegiatan administratif semata, 

melainkan sebagai instrumen strategis yang secara 

langsung mendukung keberlanjutan kinerja 

organisasi dan pengelolaan talenta jangka panjang. 

Perumusan roadmap pelatihan dapat dilihat pada 

Gambar 2.  
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Gambar 2. Perumusan Roadmap Tenaga 

Kependidikan  

 

 SIMPULAN  
Pelaksanaan pelatihan tenaga kependidikan di 

Direktorat SDM Universitas Padjadjaran telah 

berjalan secara sistematis melalui program tahunan, 

namun masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi 

dalam kerangka pengembangan kompetensi jangka 

menengah-panjang. Analisis kesenjangan 

mengidentifikasi enam dimensi yang memerlukan 

perbaikan: perencanaan tanpa roadmap terstruktur, 

kesesuaian pelatihan yang belum spesifik per jenjang 

jabatan, keterkaitan dengan kinerja yang belum 

terukur sistematis, pengelolaan anggaran tanpa 

prioritas strategis, adaptasi restrukturisasi tanpa 

program transisi, dan evaluasi yang belum mengukur 

penerapan kompetensi dalam konteks kerja. 

Pelatihan telah dilaksanakan secara rutin, masih 

diperlukan perbaikan mendasar pada aspek 

perencanaan strategis dan integrasi sistem agar 

pelatihan mampu memberikan dampak nyata 

terhadap peningkatan kinerja tenaga kependidikan 

dan efektivitas tata kelola organisasi. 

Penelitian merumuskan strategi pelatihan 

berbasis kompetensi jabatan dan kinerja melalui 

enam tahapan: Training Needs Analysis bertahap, 

pelatihan berbasis kompetensi jabatan yang dikaitkan 

dengan indikator kinerja, skema prioritas berbasis 

kontribusi terhadap kinerja dan efisiensi anggaran, 

kombinasi metode in-house, hybrid, dan on-the-job 

training, roadmap jangka menengah-panjang, serta 

evaluasi berlapis pada tingkat output, outcome, dan 

impact. Roadmap pelatihan terdiri dari empat tahap 

berkelanjutan: penguatan fondasi kompetensi, 

penguatan kompetensi teknis jabatan, adaptasi 

restrukturisasi, dan integrasi dengan pengembangan 

karier, yang menjadikan pelatihan sebagai instrumen 

strategis optimalisasi kinerja tenaga kependidikan.  

Dengan kerangka tersebut, pelatihan tidak hanya 

berfungsi sebagai kegiatan pengembangan 

kemampuan individual, tetapi juga sebagai bagian 

integral dari sistem manajemen kinerja dan 

pengembangan sumber daya manusia organisasi 

secara menyeluruh. 
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